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ABSTRAK 

Perubahan regulasi mengenai prosedur pengangkatan notaris di Indonesia 

memicu ketidakpastian hukum, khususnya terkait tumpang tindih aturan antara 

tingkat Surat Edaran dan Peraturan Menteri. Munculnya SE Ditjen AHU Nomor 

AHU-AH.02-37 Tahun 2024 yang mendahului Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 

menciptakan diskursus mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan 

efektivitas birokrasi dalam profesi notaris. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis perbedaan substansial dalam prosedur pengangkatan notaris 

berdasarkan kedua regulasi tersebut serta meninjau kesesuaian SE Ditjen AHU 

Tahun 2024 terhadap prinsip formal pembentukan peraturan yang lebih tinggi 

Permenkum Nomor 22 Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah 

yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi dan kontradiksi pada 

aspek administratif, seperti syarat sertifikat pelatihan dan skema ujian 

pengangkatan. SE Ditjen AHU Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 cenderung 

bersifat teknis-transisional, namun terdapat potensi degradasi kepastian hukum jika 

poin-poin di dalamnya tidak diadopsi sepenuhnya atau justru bertentangan dengan 

Permenkum Nomor 22 Tahun 2025. Perbandingan menunjukkan bahwa 

Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 lebih mengedepankan digitalisasi dan integrasi 

data nasional, sementara SE 2024 berfungsi sebagai instrumen percepatan yang 

memiliki keterbatasan kekuatan hukum mengikat secara eksternal. Diperlukan 

harmonisasi regulasi agar tidak terjadi dualisme prosedur yang merugikan calon 

notaris. 

Kata Kunci: Pengangkatan Notaris, SE Ditjen AHU, Permenkum, Kepastian 

Hukum. 
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ABSTRACT 

Changes in regulations regarding notary appointment procedures in Indonesia 

have triggered legal uncertainty, particularly concerning overlapping rules 

between the Circular Letter and Ministerial Regulation levels. The emergence of 

Circular Letter of the Directorate General of AHU Number AHU-AH.02-37 of 

2024, which preceded Ministerial Regulation (Permenkum) Number 22 of 2025, 

has created a discourse regarding the hierarchy of laws and regulations as well as 

bureaucratic efficiency within the notary profession. This study aims to analyze the 

substantial differences in notary appointment procedures based on these two 

regulations and to review the alignment of the 2024 Circular Letter with the formal 

principles of drafting higher-level regulations, namely Ministerial Regulation 

Number 22 of 2025. The research method employed is normative legal research 

with a statutory approach and a conceptual approach. Secondary data were 

obtained through literature studies consisting of primary, secondary, and tertiary 

legal materials analyzed qualitatively. The results indicate the existence of both 

synchronizations and contradictions in administrative aspects, such as training 

certificate requirements and appointment examination schemes. Circular Letter 

Number AHU-AH.02-37 of 2024 tends to be technical-transitional in nature; 

however, there is a potential degradation of legal certainty if its provisions are not 

fully adopted or if they contradict Ministerial Regulation Number 22 of 2025. The 

comparison shows that Ministerial Regulation Number 22 of 2025 prioritizes 

digitalization and national data integration, whereas the 2024 Circular Letter 

serves as an acceleration instrument with limited external binding legal force. 

Regulatory harmonization is required to prevent procedural dualism that could 

disadvantage notary candidates. 

Keywords: Notary Appointment, Circular Letter of DG AHU, Ministerial 

Regulation, Legal Certainty. 
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